	


KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR        / 

TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM KABUPATEN KARANGANYAR 
BUPATI KARANGANYAR, 
	Menimbang 
	:
	a. bahwa banyaknya pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan  pemerintahan daerah dan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
b. bahwa untuk memperkuat sinergisitas kerjasama antara Aparat Penegak Hukum dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam penanganan laporan;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan  Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Karanganyar;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


	Memperhatikan
	:
	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Kepolisian Resor karanganyar Nomor 182/7/PKS/VII/2018, B-1386/0.3.33/Fs/07/2018, Mou/4/VII/2018 tanggal 19 juli 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;.


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	:
	

	KESATU 
	:
	Membentuk Tim Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Karanganyar dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. 

	KEDUA
	:
	Tugas Tim Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud  Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
a. Berkoordinasi dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya;
b. Mengagendakan rapat rapat minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk meyelesaikan permasalahan; dan
c. Melaksanakan tugas tugas lain yang berhubungan dengan  tugas tim.

	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Pimpinan masing masing.

	KEEMPAT
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.


	KELIMA
	:
	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


	Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah  Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten   Karanganyar; 
3. Tim yang bersangkutan. 
	Ditetapkan
di Karanganyar

pada tanggal 

BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO


	Telah dikoordinasikan

	Pejabat
	Paraf

	1. Asisten Pemerintahan dan kesra
	

	2. Inspektur Daerah
	

	3. Sekretaris Inspektorat Daerah
	


	
	LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR                      TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM KABUPATEN KARANGANYAR


SUSUNAN TIM KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM KABUPATEN KARANGANYAR
	NO
	NAMA
	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
	JABATAN DALAM INSTANSI

	
	2
	3
	4

	1
	Drs. JULIYATMONO, M.M.
	PENGARAH
	Bupati Karanganyar

	2
	H. ROBER CHRISTANTO, S.E.
	PENGARAH
	Wakil Bupati

	3
	AKBP. MUCHAMMAD SYAFI MAULA, S.I.K., M.H.
	PENGARAH
	Kapolres

	4
	MULYADI SAJAEN, SH. MH.
	PENGARAH
	Kajari

	5
	AKP. TEGAR SATRIO WICAKSONO, S.H., S. Ik.
	KETUA I
	Kasat Reskrim Polres Karanganyar

	6
	Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.
	KETUA II
	Inspektur Daerah

	7
	AKP. TEGUH SUJADI, S.Sos., M.M.
	WAKIL KETUA
	Kasat Intel Polres Karanganyar

	8
	MOHAMAD MAHDY, SH. MH.
	SEKRETARIS I
	Kasi Pidsus Kejari

	9
	CHRISTIANI NURENDAH WIDYAWATI, S.H., M.M.
	SEKRETARIS II
	Sekretaris Inspektorat Daerah

	10
	GUYUS KEMAL, SH.
	ANGGOTA
	Kasi Intel Kejari

	11
	SUNDORO S.H, S.Mi
	ANGGOTA
	Asisten Pemerintah dan Kesra

	12
	Drs. SUCAHYO M.M
	ANGGOTA
	Asisten Administrasi Umum

	13
	BAMBANG SUTARMANTO, M.M
	ANGGOTA
	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

	14
	ZULFIKAR HADIDH S.H
	ANGGOTA
	Kabag Hukum Setda  Kab. Karanganyar

	15
	NUGROHO, S.Sos, M.Hum.
	ANGGOTA
	Inspektur pembantu wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur pada Inspektorat

	16
	SRI ENDAH YUNIASTUTI,S.H., M.M.
	ANGGOTA
	Inspektur pembantu wilayah II Bidang Keuangan dan Aset  Daerah

	17
	Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos, SH, M.Si, M.M.
	ANGGOTA
	Inspektorat pembantu wilayah III Bidang Pembangunan dan Perekonomian 

	18
	FATKUL MUNIR, SKM, M.Kes
	ANGGOTA
	Inspektur pembantu wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan pada Inspektorat 

	19
	RATNA FATMAWATI, SE, M.Si, Ak
	ANGGOTA
	Kasubag Administrasi Dan Umum

	20
	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, S.T., M.M.
	ANGGOTA
	Kasubag Evalap

	21
	Dra. SUNARMI, M.M.
	ANGGOTA
	Kasubbag Perencanaan

	22
	AGUNG BUDIYARTO, S.H.
	ANGGOTA
	Auditor Pertama pada Inspektorat

	23
	DANANG IFTIAN P., A.md.
	ANGGOTA
	Penata Laporan Keuangan Pada Inspektorat

	24
	SHINTA KUSUMADEWI, S.H.
	ANGGOTA
	Auditor Muda

	25
	DEWI SURYANINGSIH , S.H
	ANGGOTA
	Calon Auditor

	26
	RETNO WULANDARI, S.H
	ANGGOTA
	Calon Auditor

	27
	INNAHA RAHMAWATI, S.E M.Si
	ANGGOTA
	Auditor Muda

	28
	FAJAR AMIEN, ST
	ANGGOTA
	Pengadministrasi Pada Irban II

	29
	CICUK DWI HANDOKO,S.E, S.Mi
	ANGGOTA
	Auditor Muda
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BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO
	Telah dikoordinasikan

	Pejabat
	Paraf

	1. Asisten Pemerintahan dan kesra
	

	2. Inspektur Daerah
	

	3. Sekretaris Inspektorat Daerah
	


